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KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 841.1/DINSOS/2019/

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR :841.1/DINSOS/2019/

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
PedomanUmum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Dinas Sosial perlu merubah Indikator Kinerja Utama
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu untuk menetapkanKeputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Bengkalis tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUndang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

4. Peratruan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN

KESATU : Mengesahkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas
Sosial Kabupaten Bengkalis ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu
tidak berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS
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TANGGAL : Juli 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN
BENGKALIS
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